PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

SEKRETARIAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provins| Banten (KP3B)
Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Banten Telp (0254) 200123 Fax. 200520

KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 500.12.12/Kep.196-Huk/2023

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN PENGELOLAAN
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMAS! HUKUM

GUBERNUR BANTEMN,

Menimbang ¢ a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52
Tahun 2011 tentang Standar Operasional
Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi
dan Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa
Rancangan SOP yang telah dilakukan verifikasi
dan ujicoba ditetapkan menjadi SOP dengan
Keputusan Kepald Dacrah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagairnana dimaksud dalam huruf a, perlua
menetapkan  Keputusan Gubernur tentang
Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan
Pengelolaart  Jaringan  Dokumentasi  dan
Informasi Hukum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
182, Tambshan Lembaran Negara Republik
Intlonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomar 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintuhan  Daerah  (Lembaran  Negatra
Republile Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan  Lembaran  Negara Republik
Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
MUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah  Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerjn Menjadi Undang-Undang
(Lemnbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negata
Republik Indonesia Nomor 6856);

3.  Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012
tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
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4. Peraturan Menteri Dalam Negenn Nomor 52

Tahun 2011 tentang BStandar Operasional
Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi
dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar

Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 692);

6. Peraturan Dserah Provirsi Banten Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten
(Lembaran  Daerah Provinsi Banten Tahun
2016 Nomor 8, Tambahar Lembaran Daerah
Provinsi Banten Nomor 66);

7. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 12
Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan
Prograrmm Pembentukan Peraturan Daerah
[Lembarart  Daerah Provinsl Banten Tahun
2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Banten Nomor 86);

8. Peraturan Gubermnur Banten Nomor 38 Tahun
2022 tentang Pedoman Perencanaan
Penyusunan Peraturan Gubernur (Berita
Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor
38);

9.  Peraturan Gubernur Banten Nomor 45 Tahun
2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas, dan
Tata Sekretariat Daerah (Berita Negara Provinsi
Banten Tahun 2022 Nomor 45);
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MEMUTUSKAN:

Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan
Pengeloldan Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi Banten dengan uraian dan format Standar
Operasional  Prosedur sebagaimana (ercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimaria
dimaksud pada diktum KESATU, Biro Hukum
berkoordinasi  dengan Perangkat  Daerah,
Masyarakat dan Instansi lainnye.

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten.
Pelaksanaan Keputusan ini merupakan bagian dari
penilatan kinerja,
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KELIMA

Keputusan Gubsrmur ini mulal berlaku pada
tangzal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 14 Agustus 2023

a.n. P, GUBERNUR BANTEN
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

VIRGOJANTI
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